PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-

a.

WALIKOTA TANGERANG,

bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan jemaah haji
yang berasal dari Kota Tangerang, maka Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Biaya Transportasi Jemaah
Haji perlu disempurnakan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009
tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2  Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3518);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji ((Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran




Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5061);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53495);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Biaya
Transportasi Jemaah Haji (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2009 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG
BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2009 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji (Lembaran
Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 7) diubah, sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :



Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah Ini Yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Tangerang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
Walikota adalah Walikota Tangerang.

Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kota Tangerang.
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Embraksi adalah Tempat Pemberangkatan Jema’ah Haji
dari Tahah air menuju ke Luar Negeri (Arab Saudi).

6. Debarkasi adalah Tempat Pemulangan Jema’ah Haji dari
Luar Negeri (Arab Saudi) menuju Tanah Air.

7. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi
Jema’ah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan atau
dari embarkasi ke daerah asal.

8. Biaya Transportasi Haji adalah sejumlah biaya yang
dipergunakan untuk membiayai pengangkutan yang
disediakan bagi Jema’ah Haji.

9. Biaya Operasionall adalah biaya yang dibutuhkan dalam
rangka menunjang pelaksanaan pemberangkatan dan
pemulangan Jema’ah Haji.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemeintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Biaya transportasi Jema’ah Haji dan biaya operasional
dalam rangka menunjang pelaksanaan pemberangkatan
dan pemulangan Jema’ah Haji dianggarkan setiap tahun
dalam APBD.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

3. Ketentuan BAB V dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 17 Desener 2014

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIBFR. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN
(4/2014)



